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Abstrak 
Globalisasi menuntut pengembangan SDM berdaya saing, yang diharapkan dapat dihasilkan oleh lembaga 
pendidikan bertaraf internasional. Ciri utama lembaga tersebut adalah pembelajaran dalam multibahasa, 
khususnya, hadirnya kelas-kelas berbahasa Inggris. Namun, sukses sekolah internasional memerlukan 
perubahan cara pandang terhadap bahasa, yaitu, kita perlu menerapkan kebijakan dan praktek 
bermultibahasa. India meruapakan contoh negara yang sukses mengembangkan kebijakan multibahasa 
dalam pengembangan SDM-nya. Dalam konteks ini, kebijakan dan praktek bahasa seharusnya progresif, 
yaitu mendukung pengembangan dan pemakaian bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris 
dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari.  
Kata kunci: Pendidikan bertaraf internasional, kebijakan dan praktek bahasa 
 
Abstract 
Globalization demands the development of competitive human resource, which hopefully could be 
supplied by educational institutions with international standard. Such institutions are characterized by 
learning and instruction in various languages, especially the establishment of classes that use English as 
the medium of instruction. However, to ensure its success, our orientation to languages needs to be 
revised. We have to adopt multilingual policy and practice. India provides an excellent example of a 
country that succeeds in implementing multilingualism to develop its human resource. In this context, the 
language policy and practice need to be progressive, in the sense that it fosters the development and use 
of the ethnic languages, the Indonesian language, and English, in daily life and activities.  
Key words: International level education; language policy and practice 
A. PENDAHULUAN 
Salah satu program Universitas Bengkulu adalah menghadirkan pendidikan bertaraf internasional 
pada tahun 2025. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan mengenai berbagai aspek yang diperlukan untuk 
merealisir program tersebut. Salah satu aspek kunci di sini adalah pengembangan kemampuan 
multibahasa, termasuk penguasaan bahasa Inggris.  Hal ini memerlukan perubahan kebijakan mengenai 
fungsi berbagai bahasa, khususnya bagaimana berbagai bahasa dapat dikembangkan baik di dalam 
maupun diluar kelas. Namun, hal ini baru hanya dapat dicapai jika dilakukan revisi terhadap kebijakan 
dan praktek bahasa di Indonesia. 
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1.  Era Globalisasi telah tiba 
 Sejak 1 Januari 2016, era globalisasi telah tiba, melalui implementasi AFTA (The ASEAN Free 
Trade Area, atau Pasar Bebas ASEAN). Globalisasi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka 
kesempatan membuka pasar luar negeri dan menjangkau wilayah pengaruh baru, bagi mereka yang siap. 
Namun, di sisi lain, ia juga berpotensi mematikan pasar dalam suatu negeri dan menjadikannya wilayah 
pengaruh negara lain, bagi yang kurang siap. Beda antara pemenang dan pecundang adalah sebuah 
ungkapan sakti: daya saing! 
 Menurut Pekerti (1998), globalisasi memungkinkan  aliran barang, jasa, kapital, dan sumber daya 
manusia bebas melintasi batas-batas negara. Sebagai konsekuensinya, setiap lembaga/perusahaan/individu 
dari suatu negara harus mampu bersaing dengan lembaga/ perusahaan/individu dari negara-negara lain 
tanpa proteksi dan keistimewaan. Untuk bertahan, diperlukan kemampuan beroperasi menurut standar 
mutu yang dapat menghasilkan produk dan jasa yang lebih unggul daripada produk dan jasa yang 
dihasilkan dari negara lain. Prinsip ini juga berlaku di bidang pendidikan.  
2. Globalisasi dan Sekolah Bertafaf Internasional 
Globalisasi menuntut perubahan pola pikir dan perilaku, yaitu kita mesti berupaya memiliki daya saing. 
Untuk mengembangkan daya saing itu, lembaga-lembaga pendidikan di suatu negara harus mampu 
beroperasi menurut standar mutu yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh 
lembaga-lembaga pendidikan dari negara lain. Singkatnya lembaga-lembaga pendidikan itu harus 
memiliki standar internasional, agar mampu menghasilkan lulusan yang siap berkiprah di mandala global. 
Sekolah semaam itu disebut sekolah internasional atau sekolah bertaraf internasional.  
 Terdapat sejumlah ciri lembaga pendidikan berstandar internasional. Ciri pertama adalah orientasi 
pada sains dan teknologi, karena karena abad-abad mendatang adalah abad sains dan teknologi. Salah satu 
kunci sukses RRC adalah karena banyak para birokratnya berlatar belakang pendidikan sains dan 
teknologi. Ciri lainnya adalah orientasi pada inovasi dan kewirausahaan, yang memungkinkan para 
lulusannya senantiasa meningkatkan diri agar selangkah lebih baik dari para saingan. Keberhasilan 
lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi tulang punggung industri komputer di Lembah Silikon, 
California, merupakan salah satu contohnya. 
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 Namun ada lagi ciri yang lain. Yang pertama adalah pengembangan kesadaran mutu untuk selalu 
menghasilkan produk dan jasa yang terbaik. Yang kedua adalah penerapan program pendidikan dalam 
multibahasa, termasuk dihadirkannya kelas-kelas berbahasa Inggris, karena memang salah satu tujuan 
utamanya adalah menghasilkan para  lulusan yang fasih berkomunikasi dalam bahasa tersebut dengan 
warga mancanegara, baik untuk bercakap-cakap maupun membicarakan urusan bisnis. Terdapat juga 
pembelajaran dalam bahasa Indonesia, guna melestarikan bahasa persatuan. Proporsi pembelajaran dalam 
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bergantung pada jenis sekolahnya, apakah fully immersion atau 
bilingual. Selain itu, agar warisan budaya tetap lestari, sebaiknya diberikan juga penyampaian pelajaran 
dalam bahasa daerah.  
3. Sekolah bertaraf Internasional: Perlu Perubahan Sudut Pandang terhadap Bahasa 
Untuk mensukseskan sekolah internasional diperlukan cara pandang yang berbeda dalam masalah bahasa. 
Jika kita tetap memperlakukan bahasa Inggris sebagai bahasa kelas, yang tidak dipakai dalam kegiatan 
sehari-hari, maka kemungkinan besar sekolah internasional akan kurang berhasil. Sekolah internasional 
lalu tidak berbeda dengan sekolah-sekolah khusus lainnya, seperti lab school di masa lalu. Sekolah-
sekolah ini hanya berhasil pada sekelompok kecil warga masyarakat, yang umumnya berlatar belakang 
sosial ekonomi lebih baik, tetapi gagal diakses oleh warga masyarakat selebihnya. Kegagalan 
pembelajaran bahasa Inggris selama ini memang berpangkal pada masalah yang inheren, yaitu, bahwa 
bahasa Inggris tidak dipandang sebagai bagian kehidupan kita, melainkan sebagai barang eksotik, bahan 
pelajaran di sekolah, bahan akademik, atau bahan untuk berbicara dengan orang asing. Amat kurang rasa 
kebutuhan untuk menguasainya. Tidak heran bahwa berbagai pembenahan yang dilakukan seperti 
perubahan kurikulum (misalnya menjadi fungsional-notional), metode (dari audio-lingual ke 
komunikatif), prasarana (misalnya pendirian lab bahasa atau access center) tidak kunjung membawa hasil 
yang diharapkan. Dardjowidjojo (2003) sudah mengatakan bahwa kegagalan pembelajaran bahasa Inggris 
ini bukan hanya masalah Indonesia saja, melainkan masalah berbagai negara yang menerapkan kebijakan 
menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Oleh karenanya, tanpa perubahan sudut pandang kita 
terhadap bahasa, dikhawatirkan pengembangan pendidikan  bertaraf internasional akan tetap mengalami 
kendala.  
 Perubahan sudut pandang itu menuntut kita untuk meninjau ulang kebijakan tentang peran 
berbagai bahasa. Selama ini, kebijakan yang kita anut cenderung monolingual, yaitu mengutamakan 
bahasa Indonesia namun, maaf, kurang memperhatikan bahasa Inggris dan menelantarkan bahasa daerah. 
Sebagai contoh, silakan dihitung, berapa banyak publikasi media massa berbahasa Inggris dan berbahasa 
daerah di Indonesia? Media massa diangkat karena merupakan salah satu ranah penggunaan bahasa, 
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khususnya tulisan, yang amat ekstensif. Pengamat awam pun tahu bahwa jumlah media non-bahasa 
Indonesia dapat dihitung dengan jari. Harian berbahasa Inggris yang sampai ke daerah hanya “The Jakarta 
Post.” Harian berbahasa daerah malah tidak ada.  
4. Pengembangan Multibahasa: Bukan Erosi Nasionalisme 
 Ada kesan bahwa menjadi seorang nasionalis yang mengutamakan persatuan dan kesatuan mesti 
siap mengorbankan bahasa daerah dan bahasa asing. Dengan kata lain, pengembangan bahasa daerah dan 
bahasa asing dianggap sebagai kotraproduktif terhadap upaya memupuk semangat kebangsaan dan 
memperkokoh persatuan dan kesatuan. Memang, kaum separatis Basque di Spanyol menuntut agar bahasa 
Basque dipakai di wilayah mereka, suatu hal yang berkonotasi bahwa pengembangan bahasa daerah 
terkait separatisme. Namun, kita juga mengenal Swiss, yang mengangkat 4 bahasa sebagai bahasa resmi, 
yaitu bahasa Jerman, Perancis, Italia, dan Romans. Lalu, bukankah Swiss telah berumur lebih panjang 
dari Indonesia?  
 Kalau Swiss dianggap terlalu jauh, bagaimana dengan Singapura. Negeri jiran ini  
mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa nasional namun menggunakan 4 bahasa resmi, yaitu, bahasa 
Inggris, Mandarin, Tamil, dan Melayu (Dardjowidjojo, 2003). Warga Singapura umumnya menguasai 
sedikitnya 2 bahasa, yaitu, bahasa etnis (berbagai dialek Melayu, Mandarin, dan Tamil), bahasa Melayu 
(bahasa nasional), dan bahasa Inggris. Kemampuan berpindah bahasa, baik dalam percakapan maupun 
tulisan, merupakan hal yang biasa di negeri itu. Apakah perlu diherankan jika para turis asal Indonesia 
amat kerasan di negeri itu? Papan pengumuman publik tertulis dalam keempat bahasa. Stasiun TV 
Singapura mengudara dalam saluran berbahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Tersedia juga surat 
kabar dalam berbagai bahasa tersebut. Lembaga-lembaga pendidikan memakai lebih dari satu bahasa 
pengantar (Dardjowidjojo, 2003). Singapura adalah contoh sukses multilingualisme. 
5. India: Kisah Sukses Multibahasa 
 Kalau Singapura, yang relatif lebih homogen daripada Indonesia, dianggap contoh yang juga 
masih jauh, bagaimana dengan India, yang dalam banyak hal mirip Indonesia. Seperti halnya bangsa 
Indonesia, bangsa India juga terbagi atas berbagai kelompok religi serta ratusan etnis. Seperti halnya 
Indonesia, negara India juga masih harus mengentaskan kemiskinan yang membelit sebagian besar 
warganya. Pertanyaannya, mengapa India pada awal abad yang lalu telah menghasilkan peraih hadiah 
Nobel, seperti Tagore (sastra) dan Chandrasekhar (astronomi), sementara Indonesia entah sampai kapan? 
Mengapa pula di era modern ini, India dikenal sebagai penyedia tenaga kerja ahli (TKA) dan profesi yang 
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paling terkemuka di dunia, sementara Indonesia dikenal sebagai pemasok tenaga kerja kasar kasar (TKK) 
yang terbesar di dunia (Kompas, 2004, 2005)? 
 Menurut Kompas (2005), di Amerika Serikat saja, diperkirakan sekurangnya 20% dari dokter dan 
ahli komputer di berbagai perusahaan terkemuka di negeri itu berasal dari India. Tenaga kerja luar negeri 
(TKLN) asal India merupakan tenaga kerja migran paling terkemuka dalam menyumbangkan remittance 
(kiriman uang) ke negara asal mereka. Akhir tahun 2003, misalnya, TKLN India menyumbang 18,2 
milyar dolar AS dan membantu negeri tersebut menjadi salah satu negara dengan cadangan deviza terkuat 
di dunia (100 milar dolar AS).  Mayoritas TKLN India merupakan tenaga ahli, seperti dokter, engineer, 
manajer, lawyer dan profesional lainnya. Situasi ini amat kontras dengan situasi TKLN Indonesia, yang 
sebagian besar adalah pekerja kasar dan pembantu rumah tangga. Memang TKLN Indonesia juga menjadi 
pahlawan deviza, namun upah yang mereka terima secara umum masih rendah jika diukur berdasarkan 
standar setempat maupun standar internasional, karena peran mereka adalah tenaga kerja kasar. Selain, 
itu, sering mencuatnya kasus-kasus perlakuan yang tidak menyenangkan merupakan indikasi bahwa 
TKLN Indonesia kurang dihormati dalam komunitas di mana mereka bekerja. 
 Lalu, gerangan apakah kunci sukses India? Kunci utamanya terletak pada pengembangan sistem 
pendidikan yang bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan dunia, khususnya globalisasi. 
Kompas (2005) mengkisahkan betapa gedung-gedung universitas di India amat bersahaja, bahkan bisa 
kalah mewah dari gedung SD Inpress di Jakarta. Para dosennya pun banyak yang naik skuter buatan 
domestik. Namun, untuk laboratorium, mereka mengupayakan peralatan dan sarana yang paling mutakhir. 
Perpustakaan dipenuhi dengan jurnal mutakhir. Negara mengembangkan kebijakan buku murah sehingga 
buku-buku mutakhir dari luar negeri dapat diterbitkan di India sendiri. Kertasnya mungkin sederhana, 
namun dalam hal isi tidak kalah dengan buku aslinya. 
 Tak kalah pentingnya adalah kebijakan dan praktek multilingualisme yang diterapkan oleh 
pemerintah dan masyarakat India. Menurut Groff (2004), India memiliki satu bahasa nasional, yaitu 
bahasa Hindi, namun memiliki 2 bahasa resmi federal, yaitu bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Pada 
banyak negara bagian, diberlakukan 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Hindi, bahasa Inggris, dan bahasa 
daerah setempat. Misalnya, bahasa Sikh di negara bagian Punjab. Di lembaga-lembaga pendidikan, sering 
dipakai tiga bahasa, yaitu bahasa Hindi, Inggris, dan bahasa resmi daerah. Terdapat pula berbagai surat 
kabar yang terbit dalam bahasa Hindi, Inggris, serta bahasa daerah. 
 Dengan kebijakan dan praktek multibahasa tersebut, India berhasil menjadikan warga terdididnya 
sebagai warga yang siap berkiprah di mandala global dengan tetap mempertahankan jati diri mereka. 
Apakah Indonesia bisa seperti itu?  
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6. Kebijakan  Bahasa dan Praktek Bahasa di Indonesia 
 Politik bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan 
ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan 
(Kesimpulan ... Seminar Bahasa Nasional, 1975, dalam Alwasilah, 1986). Salah satu aspek terpenting 
politik/kebijakan  bahasa adalah status bahasa, yang menentukan bagaimana bahasa dipakai dalam 
masyarakat. Praktek bahasa adalah penggunaan bahasa itu secara nyata dalam masyarakat. 
 Cahyono (1995) membedakan enam status bahasa, yaitu, (1) bahasa resmi tunggal (sole official 
language), (2) bahasa resmi bersama (joint official languages), (3) bahasa resmi daerah (local official 
language), (4) bahasa yang digalakkan (promoted language), (5) bahasa yang ditenggang (tolerated 
language), (6) bahasa yang dilarang (forbidden language) 
 Politik bahasa kita selama ini menerapkan beda status yang mendasar antara bahasa bahasa 
Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya.  
1. Status bahasa daerah 
 Moeliono (1980) menyebutkan adanya sejumlah bahasa daerah penting yang biasanya merupakan 
bahasa ibu dan masih berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga. Menilik pemakaian yang terbatas 
sebagai bahasa pergaulan serta mata ajaran di SD dan SLTP, agaknya status mereka bukan bahasa resmi 
kedua di daerah, namun sekedar tolerated language atau community language. 
2. Status bahasa Indonesia 
 Halim (1980) menyatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai 
bahasa resmi (official language) dan bahasa nasional. Dengan kedua status ini, bahasa Indonesia dipakai 
dalam semua aspek publik (pendidikan, tempat kerja, pemerintahan, media massa, pergaulan antar 
warga). Sekalipun belum mencapai taraf yang diinginkan, penggunaan bahasa Indonesia telah mencapai 
taraf yang sangat luas.  
3. Status bahasa Inggris dan bahasa asing lain 
 Menurut Retmono (1980), bahasa Inggris diperlukan untuk memahami buku teks di perguruan 
tinggi yang tertulis dalam bahasa itu dan untuk berkomunikasi dengan orang asing. Dengan status ini, 
bahasa Inggris tidak dipergunakan secara luas dalam masyarakat. Statusnya mungkin mirip bahasa 
daerah, yaitu tolerated language.  
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 Bahasa asing lainnya adalah bahasa asing bukan pertama sehingga mendapatkan prioritas 
pembelajaran dan penggunaan yang lebih rendah. 
 Di era globalisasi, diragukan apakah kebijakan dan praktek bahasa seperti itu dapat membuat kita 
siap berkiprah di mandala global (karena kurang dikembangkannya bahasa Inggris) dengan tetap 
melestarikan jati diri (karena kurang diperhatikannya bahasa-bahasa daerah). Untuk itu diperlukan 
kebijakan dan praktek bahasa baru. 
7. Kemungkinan Kebijakan dan Praktek Bahasa Baru 
 Guna menghadapi tantangan globalisasi, perlu dipertimbangkan kebijakan dan praktek bahasa 
yang baru, yang memungkinkan penguasaan sekaligus beberapa bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa-
bahasa daerah, dan bahasa Inggris.  
 Dalam jangka panjang, tujuan kebijakan dan praktek bahasa yang baru adalah coordinate 
multilingualism, dengan rincian sebagai berikut: 
1.Bahasa Indonesia 
 Mengembangkan penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus mengembangkan 
budaya baca tulis dalam bahasa Indonesia, guna memantapkan kedudukannya sebagai bahasa nasional 
dan bahasa negara/bahasa resmi pertama. Syukur jika bahasa Indonesia dapat ditingkatkan perannya 
menjadi bahasa regional. 
2. Bahasa daerah 
 Mengembangkan penguasaan bahasa daerah agar lestari dan dapat menjadi bahasa resmi kedua, 
yang dipakai dalam keluarga, pergaulan,  pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan media massa, di daerah-
daerah yang menggunakannya 
3. Bahasa Inggris 
 Mengembangkan pemakaian bahasa Inggris sehingga mencapai taraf bahasa yang digalakkan 
(encouraged language). Lebih baik lagi jika statusnya dapat ditingkatkan menjadi second official 
language (bahasa kedua resmi), seperti diterapkan di India, sehingga bahasa Inggris dapat dipakai di 
semua sektor, seperti, pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan media massa, mendampingi bahasa 
Indonesia, tanpa mencantumkannya dalam konstitusi. Jika ini belum memungkinkan, dapat 
dipertimbangkan status bahasa Inggris sebagai semi official language. Yaitu, ia dipakai dalam pergaulan, 
bisnis, pendidikan, dan media massa, namun tidak dipakai dalam kegiatan pemerintahan yang resmi, 
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seperti sidang-sidang lembaga legislatif dan eksekutif. Setidak-tidaknya, status semi official language 
dapat diterapkan di berbagai daerah yang memiliki intensitas komunikasi internasional yang tinggi, 
misalnya di Yogyakarta, Bali, dan Batam. 
C. KESIMPULAN 
1.  Penutup: Kebijakan Bahasa dan Praktek Bahasa: Progresif atau Represif? 
 Menghadapi era globalisasi, yang memerlukan penguasaan bahasa Inggris, perlu disampaikan 
pertanyaan berikut. Akankah kita meneruskan kebijakan monolingual yang selama ini kita jalankan, yaitu 
mengutamakan bahasa Indonesia namun mengabaikan bahasa Inggris dan bahasa daerah? 
 Jika itu yang kita tempuh, maka dekolah internasional mungkin terpaksa menjadi sekolah elitis 
dan eksklusif, karena para pesertanya perlu ditopang oleh berbagai sarana penunjang, seperti kursus 
intensif, dll., yang diperlukan karena bahasa Inggris tidak ada dalam lingkungan, sehingga English 
acquisition (perolehan bahasa Inggris) sulit dicapai. Karena sarana penunjang itu mahal, maka yang dapat 
mengikuti sekolah berstandar internasional akhirnya hanyalah anak-anak atau peserta didik dari lapisan 
sosial ekonomi yang lebih beruntung, sehingga tidak dapat menjangkau warga secara luas.  
 Hal ini, pada gilirannya, akan berdampak kurang positif terhadap peningkatan daya saing. Kita 
mungkin akan menjadi penonton sementara bangsa-bangsa di sekitar kita, dengan praktek dan kebijakan 
multilingualisme, seperti India, Malaysia, dan Singapura, berkiprah di era globalisasi dengan melestarikan 
jati diri mereka. 
 Sebaliknya, jika kita menempuh kebijakan dan praktek bahasa yang progresif, sebagaimana 
diterapkan oleh India, maka dapat kita harapkan bahwa sekolah bertaraf internasional akan lebih 
terjangkau bagi semua lapisan, karena pengembangan mutlibahasanya, khususnya bahasa Inggris, 
ditunjang oleh lingkungan berbahasa yang alami, sehingga acquisition lebih mudah terjadi (Littlewood, 
1986). Kebijakan dan praktek bahasa yang progresif (multibahasa) juga memungkinkan pengembangan 
bahasa daerah. Dengan begitu, kita siap menyambut era globalisasi, siap dan penuh percaya diri berkiprah 
di mandala regional dan global, namun dengan tetap melestarikan jati diri Indonesia. 
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